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Telah sesuai dengan RKPD Tahun
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2026
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I(ATA PTNGAI{TAR

R4ii dan Syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada kami untuk dapat

menyelesaikan pefr5rusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung Tahun 2026 ini.

Pen¡rusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah suatu keharusan bagi

setiap PERANGKAT DAERAH dalam rangka menindaklanjuti Perda Kota

Bandar Lampung no.1 th 2O2I tentang Rencana PembangUnan Jangka

Menengatr Daerah 2025-2029 yang dituangkan dalam bentuk Rencana

Program dan Kegiatan yang akan dilakukan oleh PERANGKAT DAERAH

pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA)

ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yâng telah

ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan

arah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana

yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandar Lampung.

Demikianlah sebagai pengantar dari kami, semoga dapat dipergunakan

bagi pihak yang membutuhkan, terima kasih.

Bandar Lampung, September 2O25
Plt, Kepala Dinas Pengendalian

dan Keluarga Berencana

2001 L2 2002

Renja Dincts Pengendcrlian Penduduk dan Keluarga Berencano tahun 2A26



1.1

LAMPIRAN 16
PERATT'RAI{ UTALI KO|rA BATTDAR T,ATVIPI'NG

NOMOR 29 TAI{UN 2025
-I'fjl\t'I'¿t¡I(Í

RENCAITA KTR^'A PEMERINTATI DAERAII
TAHnr{ 20/26

BAB I
PENDAIIULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

incionesia Tahun 2ûi4 Ì'fomor 244, Tlrmbahan Lembaran Ì{egara

Republik Indonesia Nomor 5537 sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2CI2}

tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mewujudkan

pelaksanaan otonomi daerah, mengaffIanatkan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban

menJrusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyelumh dan tanggap terhadap perrrbahan,

sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk setiap Daerah tKoLa,/Kota) harus menetapkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah {RKPD). Sementara itu paralel dengan

pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai

dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2OO4 juga mewajibkan setiap

Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

perangkat Daerah , yang disusun dengan berpedoman ke.pada

Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan

RKPD dijadikan dasar penyusr-lnan Rancangan Anggaran

tlenja Dinas Pengendolian Penduduk dan Keluorgo Betencono Tahttn 2026



Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan berlakunya Undang-undang ini maka terjadi perubahan

pola perencanaan pembangunan daerah, dari sistem top-down (dari

atas ke bawah) sekarang bottom-up (dari bawah ke atas). Artinya, di

era- Otonomi Daerah ini maka kepentingan masyarakatlah yang

menjacii prioriias utama. Uniuk itu <iiperiukan tata keioia

pemerintahan yang baik (Good Gouemance) yaitu penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efîsien, partisipatif, transparan dan

akuntabel,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan

pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam.iangka panjang menengah dan tahunan :vang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di Tingkat Pusat

dan Daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan

tanggUngiawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja

Perangkat Daerah. Juga keterkaitan erat antara penyusunan RKPD

cian Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

menJrusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang berfungsi

menerjemahkan, mengoperasionaikan RKPD ke ciaiam program cian

kegiatan Perangkat Daerah serta didalamnya memuat sasaran-

sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-

program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1

(satu) tahun, sehingga berkontribusi kepada pencapaian tuiuan dan

capaian program RKPD Kota Bandar Lampung.

Renjo Dinøs Pengendolian Penduduk don Keluørga Bere¡tca¡ta Tahun 2026



Renja Perangkat Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi,

program prioritas, rencana kerja dan pendanaar¡.nya serta perkiraan

maju <iengan mempertimbangkan kerangka pencianaan cian pagU

indikatif, serta penyusunannya dengan memperhatikan seluruh

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara

berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

T.2 LAITDASAI{ HT'KT'M

Landasan Hukum yang diggnakan dalam penyusun Renja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang

Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 561 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk

Kotapraja dalam tingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 195i9 irïomor 73, Tam'oahan Lembaran Negara RepubÏik

Indonesia Nomor l82ll;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a42L);

3. Undang-Undang lrïomor 52 Tahun 2OOg tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara

Repubiik incionesia Tahun 2ûW ï,tomor i6i, Tambahan i,emi:ararl

Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Renjo Dinos Pengendalian Penclucluk dan Keluargo Berencono TQhutt 2026



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor

2;44, T'ørrr^¿oahan i,embaran Negara RepubÌik Incionesia il--omor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor L Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah hrsat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tarrrbairarr Le¡nbararr i{cgara Rcpubiik indc¡ncsia iùorrx:r 67 57i;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol8 Nomor 2, Tarrtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6t78\;

7. Feraruran Femerinrah i.üomor i'2 Tahun 2:Ûi9 ientang Fengeioiaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 63221;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A23 Nomor 1OO, Tambahan Lembaran Ïriegara Republik Indonesia

Nomor 6883);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi

Keu-ijakair Fiskai Ì,ïasionai (Leiniiarafr TrÏe$ara Repubäk äriionesia

Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6909)

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Peneapa,ian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan llerrrbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18O);

Renjo Dinos Pengendoliun PendudLtk dan Keluargo Berencona Tshun 2026



11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran i,[egara Repubiik incionesia Tahun 2Û25 i'fomor i9i;

L2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

PembangUnan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana PembangUnan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2:ûï7 îrlomor ï3i2j;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 201"9 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Petnbangunan dan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OI9 Nomor AaTl;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2I Nomor ß791;

i7. Feraturan frienteri Kesehatan Î'[omor '6 'Tahun '2O24 tentang

Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2oal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O Tahun 2025 tentang

Pedoman Penvusunan Rencânâ Kerja Pemerintah Ðaerah Tahun

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor a35);

Renja Dinas Pengendalion Pencludttk dan Keluarga Berencat¡a Tahutt 2026



L9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-285O Tahun 2025

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor û5C'-58S9 ?ahun 2et2i ientang äasii Verifikasi, VaÎi<Íasi

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

Iriomor 17, Tarctbahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung TrTomor

55e);

2t. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Rencana Fernbangunan iangþa ÌvTenengah Daerair Tahurr 2Û25-

2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 563);

22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung

(Lembaran Daerah Kota Banciar Lampung'Tahun '2:A2'2lùomor i);

23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun

2025 2045 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024

Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025

Nomor 1);

25. Fcr¿¡-Luiair Gui¡cr¡iur Lainpurrg i.It¡r¡rur i9 TaÏiurl 2O2i5 lcnlang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2026

(Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 Nomor 20);

26. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 29 Tahun 2025

tentans Rencana Keqja Pemerintah Daerah Tahun 2O26 (Berita

Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 29);

Renjo Dincts Pengendalian Penduduk dan Keluargo Berenco¡ta Tahun 2026



I.3 Maksud dan lqiuan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang

tertuang pada RKPD Tahun 2026 sesuai Peraturan Walikota Bandar

Lampung Nomor 33 Tahun 2024, yang otomatis akan merubah target

kinerja yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya selama Tahun 2026.

T\-rjuan penJrusunan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga

Berencana Tahun 2026 adalah :

a. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana dalam merumuskan alokasi program dan kegiatan

pembangunan Tahun 2O26;

b. Menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen

Pelaksan..tt Àttgg airar: (DPA) APBD Tahun 2026;

c. \{enjaL'ark-sn rencena strategis ke da-le"nn rencetna operasianal;

d. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

pengangg ararL tahunan Perangkat Daerah.

L.4 STSTENf;A?IEI.A PEISIJLISåH

Sistematika penulisan Renja Dinas Dinas Pengendalian penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung 2026 disusun sebagai

berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan, sehingga

-'aL' þ_+u ÞY_-__-*-J +'+-r--
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BAB II. I{ASIL ETIALUASI REIìTJA PERANGKAT DAERATI TATIT'N I"ALU

2.1. Er¡ah¡asl Pelaksanaan RenJa Perangkat Daerah Tahr¡n Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun

n-Dl .r{.a,ro ,rrel.Þira-an nan-ai..en ¡-ql'r.'r'ra hede:!:en {t.ehr:n n-'! l.!-L-.3,i iic,¡¡ iiwi--Ji¡ã'iäii vq'it;g.icÅ Ëi;¡i Ú!¡J+w^

sela4jutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung tahun-tahun sebelumnya.

2.2. AnaltstB KlnerJa Petayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kqiian terhadap capaian kinerja

pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Kèiuarga Be¡e¡rca¡ra Kc¡i.¿r Banciar Larnpung, serla

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan kinerj a pelayanan.

2.3. Isu-Isu Pentlng Penyelenggaraan ftrygs dan Íbngst

¡¡¡¡ngkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh m€Lna tingkat kinerja

pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar
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BAB III. TUJT'AN DAN SASARAN PERANGI(AT DAERATI

3.1. Telaah¿n terhadap keb{iakan Nasíonal

Lampung, dampaknya terhadap capaian visi dan misi

Kepala Daerah terhadap capaian program

nasionaiiinternasionai, iantangan cian peiuang, serta

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklaqiuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan.

Telaahan terhadap kebijakan nasional, -vaihl penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung.

9.2. Tr{uan dan Sasaran RenJa Perangkat Daerah

Berisikan ulasan tentang perumusan hrjuan dan

sasaran, yang didasarkan atas n'rmusan isu-isu penting

^ont ralpn r¡côrâ ô rr fi r cra a r7,¿t¡, î:,tr-çs-i .zqn rt ÅiÞ ei!Þen {ençen
iæLLjÇLaLL65tz;i:üi¡ Li;Ëra- uø¡ LqL'õvL J4'ë s¡¡Me¡rw¡

sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung.

3.3. Pro¡nam dan Keedntan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan, rekapiflrlasi program dan kegiatarl, serta

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak
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sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, mau.pun kombinasi keduanya.

BAB TV. RENCANA KER.'A DAN PENDANAAN PERANGI(AT DAERAII

Berisikan tentang renc¿¡na kerja dan PendataaaÍL Tahun 2026

berdasarkan PrograntlKegiatan/Sub Kegiatan dengan

rnr{ilzafnr IË-ineÅa r{on Q.oca¡411 ¡{o--qn P-qn-" In¡{il¿etif tnhrrniii(;iírüLvi íìiiigi-iiã. i.;r¡'i¡ vsvr+È¡ uv^¡öa

yang direncanakan serta prakiraan maju tahun berikutnya

BAB V. PENUTT'P

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggarall. tidak sesu.ai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana

tindak lanjut.
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BAB II
II/|SIL EVALUASI RENJA PERAT{GKAT DATRAII TAIIUN LALU

2.L Er¡atuasi Pelaksanaan RenJa Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program

yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu

bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungiawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun

berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan

saat ini. Analisis kondisi objektif diharapkan dapat memberikan

gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah.

Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk

mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi

Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan

datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan

rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dijabarkan

sebagai berikut :

1. PROGRAM PTNUNJAI{G URUSATÍ PEMERINTATIAI{ DATR.AH

KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAIT : Perencarasrr Penganggaran, dan Þvaluasi

KinerJa Perangkat Daerah
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a. Koord,inasi d,an Penyusunan Laporall capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Admlnlstrasl Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

c. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusìlnan laporan keuangan

akhir tahun SKPD

C. Admtnistrasi Umun Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga'

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan'

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.

g. Penyediaan Bahan logistik kantor.

h. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD.

D. pengad¡an barang mitik daerah penunJang urusan

pemerintah da,erah.

a. Pengadaan Kend.araan perorangan dinas atam kendaraan

dinas jabatan.

b. Pengadaan Mebel.

t. Penyediaan Jasa Penuqfang Unrsan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
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F.Pemeliharaan Barang Mttik Daerah PenunJang Unrsan

Pemerlntahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan' Pajak,

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung

kantor atau bangunan lainnYa.

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 83.37 persen.

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Keglatan : Pemet¿an Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pen5rusr¡nan kajian dampak kependudukan.

b. Penyediaan data dan informasi keluarga.

c. Pemetaan program pembangunan keluarga,kependudukan

dan kelua;rga- berencana ( Bangga Kencana )-

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 3t.29 persen.
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3. PROGRAM PEMBIIVAATT KELUARGA BERTNCANA ( KB I

Kegi,atan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi

dan tdukast (KIEI Pengendalian Penduduk dan KB Sesual

Kearlfan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK

sesuai Kearifan Budaya Lokal

b. Pengendalian Frogram KKBPK

Kegiatan Pendayaguûaan Tenaga Pen¡rluh llBl Petugas

Lapaagan KB (PKB/PLKBI

a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Keglatan Pengendalian d¿n pendistrlbusian kebutuhan alat

an obat kontrasepsi serta pelaksanaan KB dt Daerah

Kabupaten/Kota

a. Penyediaan saranan penunjang pelayanan KB.

b. Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan

reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan

jejaringnya.

c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak
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Kegiatan Pemberdayaan dan Penlngkatan Peran Serta

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pemblnaan Kesettaan Ber-

KB.

a. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra

Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan

Kesertaan Ber-KB.

b. Pelaksa¡.aan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di

Kampung Keluarga Berkualitas

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 45.30 persen.

4. PROGRAM PEMBTRDAYAAI{ DAI{ PENINGKATAI{ KELUARGA

sF^rAlrTERA (KSl

Keglatan : Pelaksaûaan Pembangunan Keluarga Melalui

Pembinaan Ketahanan dan KeseJahteraan Keluarga

a. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan

kesejahteraa"n keluarga ( BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R dan

Pemberd ayatar' Ekonomi Keluarga/ UPPKS).

b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Akseptor (UPPKA)

c. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja

(BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina

Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga).
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Keglatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peren Serta

Organlsasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Penblnaan

Ketahanan dan KeseJahteraen Keluarga

a. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi

kemasyarakatan dalam penggerakan operasional

pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraart

Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

b. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi

Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan

dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-

R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

c. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan

Kesejateraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Pada program ini seluruh kegiatan telah terealisasi sehingga

capaian kinerja mencapai 6o.37 persen.
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2.2. Alnrelisis KinerJa Pelayanan

Evaluasi pelaksanaan pelayanan keluarga berencana tahun

2024 menunjukan data yang kurang maksimal dalam

pelaksanaan program dan kegiatan karena adanya efisiensi

a.nggaran yang mengakibatkan rasionalisasi anggaran pada

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Di tahun 2A24

realisasi pelaksanaan program kegiatan hanya mencapai

60..37 persen. Hal ini disebabkan karena anggaran yang

harus di efisiensi dan rasionalisasi dalam melaksanakan

program dan kegiatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung pada tahun 2024 melaksanakan 4 (Empat )

program yang terdiri dari Sub kegiatan 37 ( tiga puluh tuiuh).

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tahun

2O2L-2O26 hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang

sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran,

hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja.

Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi di bidang keluarga

berencana. Terlampir TC.3O
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2.3. Isu-Isu Pentlng Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Band.ar Lampung pada tahun 2026 melaksanakan 4 (empat )

program kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh

permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan

dampak terhadap pencapaian program kegiatan.

Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan efek positif

yang berakibat pada munculnya potensi-potensi ekonomi,

sosial dan lingkungan yang baru, tetapi bisa pula berupa

pertumbuhan negatif yang membawa konsekuensi

bertambahnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara. Efek

negative dari pertumbuhan penduduk yang tidak

dimanajemen dengan baik adalah pola urbanisasi yang tinggi

serta peffnasalahan kesehatan, lingkungan, keamanan dan

permasalahan sosial lainnya yang akan bertambah saat

jumlah penduduk telah malampaui kapasitas ruang untuk

mena"mpungnya

Penduduk memang sama halnya dengan kemiskinan, tak

dapat dihadang, tak dapat dikurangi. Yang bisa dilakukan

dari sekarang dan untuk seterusnya, khususnya dalam

masalah pertumbuhan penduduk, adalah menekan dan

meminimalisir pertumbuhannya. Sebab, jika Bandar

Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak

memanfaatkan momentum ini, maka Band.ar lampung justru

akan merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar

Lampung terutama dalam hal ini dipromotori oleh Program
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Pengendalian Penduduk hendaknya memperhatikan kondisi

kependudukan baik saat ini maupun pada waktunya Bonus

Demografi telah mencapai puncak pengaruhnya terhadap

stabilitas Indonesia di tahun 2026 nanti.

Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi juga

dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan

semakin besarnya jumlah penduduk usia produktif maka

akan semakin besar pula jumlah tabungan dari penduduk

produktif sehingga dapat memacu investasi dan

pertumbuhan ekonomi. Sehingga kondisi tersebut juga

dikenal sebagai jendela kesempatan (windows of oppprtunítgl

bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi

dengan menggenjot industri manufaktur, infrastruktur,

maupun UKM karena berlimpahnya angkatan kerja tersebut.

Namun akan ada dampak efek negatif berikutnya paska

bonus demografî yang harus diperhatikan yaitu terjadinya

peningkatan penduduk usia tua sementara transisi usia

muda menjadi usia produktif belum sempurna. Hal itulah

yang kemudian menyebabkan pembengkakan jaminan sosial

dan pensiunanan sehingga akan mendorong terjadinya

stagnasi dalam perekonomian nasional karena tabungan dari

usia produktif dialihkan sebagai dana talangan kedua hal

tersebut.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota

Bandar Lampung, khususnya dalam ha1 ini adalah Program

Pengendalian Penduduk antara lain adalah

1. Kurangnya komitmen para pemangku kepentingan, baik

pemerintah maupun non pemerintah dalam

penyelenggaraan Pelayanan KB.
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2. Masih rendahnya permintaan atas Pelayanan KB akibat

terjadinya perubahan nilai tentang jumlah anak ideal dalam

keluarga.

3. Belum optimalnya

kualitas Pelayanan

Konseling.

ketersediaan, keterjangkauan,

KB, termasuk pelayanan KIE

dan

dan

4. Masih tingginya kejadian kehamilan yang tidak diinginkan

akibat tingginya unmet need dan ketidakberlangsungan

penggunaan kontrasepsi

5. Masih tingginya kejadian kehamilan dan persalinan pada

remaja perempuan usia 15-19 tahun.
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BAB III

TUJUAT{ DAI{ STASARAH PERAI{GKAT DAÞRAII

3.1 Telaahan Terhadap Keb{iakan Nasional

Isu kependudukan telah sejak lama menjadi isu penting

seiring dengan dinamika dan meningkatnya kompleksitas

permasalahan kependudukan itu sendiri seperti cepatnya laju

pertumbuhan penduduk, tingginya angka kematian bayi atau

ibu melahirkan, perubahan struktur lf,mllr, pergerakan

penduduk, dan sebagainya, perlu mendapatkan perhatian

yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingannya.

Semua itu selain disebabkan oleh cukup banyak faktor yang

kompleks, juga mendorong terjadinya berbagai persoalan

yang kompleks pula, seperti kepadatan penduduk,

keterbatasan kesempatan kerja, degradasi kualitas

lingkungan, merosotnya kesejahteraan sosial, dan

sebagainya. Diperlukan kebdakan pembangunan dan

kependudukan yang integratif untuk mengendalikan

kuantitas dan persebaran serta memperbaiki kualitas

penduduk, baik untuk aspek kesehatan, pendidikan, dan

perekonomiannya.

Perhatian pemerintah tidak hanya persoalan kuantitas

penduduk sqja,tetapi juga menyangkut kualitas. Hal ini

tercermin dari salah satu misi pembangunan KB saat ini

yakni mewujudkan pembangunan berwawasan

kependudukan dalam rangka mendongkrak Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya SDGs yang

saat ini belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan'

Pen¡rusunan renc€rna kerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ini
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dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan antar wilayah, antar untsa:r pembangunaÍÌ,

dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi

dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan

daerah. Disamping itu rencana kerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung

tahun 2026 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban

atas pelaksanaan pencapaian kinerja, tugas pokclk dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bandar Lampung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan sebagai tujuan yang akan dicapai.

3.2 Tqiuan dan Sasaran RenJa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Pen¡rusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah,

pen5rusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (PERANGKAT DAERAH) harus menelaah kebijakan

dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan

program pusat dan daerah.

Penetapan strategi yang akan dilakukan untuk menjawab

pelaksanaan program tatrun 2026 dengan terlebih dahulu

mengevaluasi dan menganalisis berbagai peñnasalah terkait

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan

pada tahun sebelumnya. Berbagai isu strategis yang

didentifîkasi adalah sebagai berikut:
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o Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

1. Perlu ditetapkan definisi peserta KB mandiri: peserta

atas biaya mandiri (biaya mandiri di pelayanan swasta

atau pemerintah).

2. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB. Untuk itu

setiap pelatihan medis IUD dan implan peserta latih juga

hartrs disiapkan sarananya.

3. Pengembangan kebijakan pelayanan KB swasta.

4. Sarana pendukung pelayanan KB di swasta perlu

diperkuat.

5. Kegiatan momentum/bhaksos harus disertai kebijakan

MKJP, di luar MKJP dilayani di pelayanan rutin.

c Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

1. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera.

2. Pengembangan kelompok-kelompok pembangunan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga terutama untuk

kelompok paripurna.

3. Perluasaan jangkauan keluarga dalam pembangunan

ketahanan.

4. Kesejahteraan keluarga melalui multi media.

o Advokasi, Penggerakan dan Informasi;

1. Sistem pencatatan dan pelaporan serta penyediaan data

dan informasi pembangLrnan kependudukan dan KB,

dan Pemberdayaan perempuafl .

2. Penyediaan data basis dan data terpilah.
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r Dukungan Manajemen;

1. Penguatan kelembagaan tingkat Kota berdasarkan UU 52

tahun 2OO9, serta penguatan mekanisme operasional

kelembagaan KB di lini lapangan (Pemberdayaan

PPLKB/PLKB, IMP, dan Kader KB).

Tujuan dan sasaran dari renja adalah :

o Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD

Kota Bandar Lampung dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh

APBD Kota Bandar Lampung dan sumber pembiayaan

APBN.

e Sebagai tolok ukur untuk melakukan evalusi kinerja

tahunan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kota Bandar Lampung.

o Memberi gambaran tentang kondisi umum pelaksanaan

program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Bandar Lampung dalam konstalasi

regional (propinsi) dan nasional sekaligus memahami

arah dan tûuat yang ingin dicapai dalam rangka

mewujudkan visi dan misi program keluarga berencana

untuk menunjang sebagai perwujudan visi dan misi

Pemerintah Kota Bandar Lampung.

o Sebagai panduan penJrusunan program dan kegiatan

yang terpadu, terarah dan terukur bagi. jajaran

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemerintah Daerah, dan DPRD Kota Bandar Lampung.
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3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan

terhadap rumusan Program dan Kegiatan:

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan

banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah

yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu

masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah

untuk segera diatasi. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 52 Tahun 2OO9 Tentang Perkembangarl

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1

ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan

hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,

pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,

kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut

politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta

lingkungan penduduk setempat. Selain itu, disebutkan

juga dalam undang-undang tersebut bahwa

perkembangan kependudukan dan pembangunan

keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan

kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan

kurang seimbangnya struktur umur penduduk di

beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang

dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga

berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk

yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat

kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya

penurunan tingkat kematian di lain pihak. Hal

tersebutlah yang menyebabkan jumlah penduduk

Indonesia terus meningkat dengan pesat. Di samping
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tingat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan struktur

umur penduduk yang kurang seimbang, masalah

lainnya adalah penyebaran penduduk yang juga kurang

merata. Penyebaran penduduk yang kurang merata ini

disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda-beda

disetiap daerah.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi

disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu disebabkan

oleh migrasi atau perpindahan penduduk serta angka

kelalriran yang tinggi. Angka kelahiran total ata'u total

fertilitg røfe (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang

dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai dengan

akhir masa reproduksinya.

b. Penyusunan program dan kegiatan

Pen¡rusunan program dan kegiatan yang ada

berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menempati

program dan kegiatan pembangunan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sesuai Renstra tahun 2025-2029. Sedangkan rencana

program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar

Lampung tahun 2026 adalah sebagai berikut :
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1. PROGRAII,I PENUIYJAITG TIRUSAN PEMERINTAI{AN

DATRAH KABUPATEN/KOTA

A. KEGIATAN : Perencanaan' Penganggalanr dan

Þr¡aluast KinerJa Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Pen¡rusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan T\.rnjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD

c. Koordinasi dan penJrusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan pelatihan pegwai berdasarkan tugas

. dan fungsi

D. Adtnlnistrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

d. Penyediaan bahan logistik kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan.

g. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD.

t.Pengadaan barang milik daerah penunJang urusan

pemerintah daerah.

a. Pengadaan Mebel
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F. Penyedlaan Jasa PenunJang Urusan Pemerintahan

Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

b. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

G.Pemeliharaan Barang Mitik Daerah PenunJang Urusan

Penerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya PemeliharaarL,

Pajak, dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana

Gedung kantor atau banguna lainnya.

2. PROGR.AM PENGENDALIAIT PENDUDUK

Kegtatan : Pemaduan dan Sinkronlsasi Kebdfakan

Pemerlutah Daerah Provlnsl dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas

Penduduk

a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan

Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan

Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur

Nonformal dan Informal

Kegtatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Gakupan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Penyusunan kajian dampak kependudukan.

b. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
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c. Pemetaan program

keluarga, kepndudukan, dan

( Bangga Kencana )

pembangunan

keluarga berencana

3. PROGRAM PEMBINAAN KTLUARGA BERTNCANA ( KB I

Keglatan : Pelaksanaan Advokaslr Komulrikasi,

Infornast dan tdukasi (KIEI Pengendalian Penduduk

dan KB Sesual Kearifan Budaya Lokal

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program

KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal

b. Pengendalian Program KKBPK

Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh I(B/ Petugas

Lapangan KB (PKB/PLKBI

a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB

b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Pengendalian dan pendlstrlbusian Kebutuhan

AIat da¡ Obat Kontrasepsi setta pelaksanaan Pelayanan

KB dt Daerah lkbupaten/Kota
a. Penyediaan saranan penunjang pelayanan KB.

b. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan

Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk

Jaringan dan Jejaringnya.

c. Dukungan operasional pelayanan KB Bergerak

Keglatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Setta

Organlsasl Kemasyarakatan Ttngkat Daerah

Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pela¡ranan den

Pembinaan Kesettaan Ber-KB

a. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting

(DASHAT) di Kampung Keluúga- Berkualitas
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b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana

di Kampung Keluarga Berkualitas.

c. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELUARGA SF^TAHTERA ( KS I
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalut

Pembinaaa Ketahanan dan KeseJahteraan Keluarga

a. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera (PPKS)

b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling

Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

Pemberd ayaør. Ekonomi Keluarga) .

c. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Akseptor (UPPKA)

d. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remqja (PIK-

R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
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Keglatan : Pelaksanaan dan Penlngkatan Peran Serta

Organisasi Kenas¡rarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/

Kota dalam Pembaagunaa Keluarga ilfielalul Pemblnaan

Ketahanan dan KeseJahterean Keluarga

a. Partisipasi Mitra Keda dan Organisasi Kemasyarakatan

dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program

Pembangunan Keluarga

b. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
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Kode

Tabel. C.33

Rumusan Renca¡a Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahu¡ 2o126 dan Perkiraan MaJu Tahun 2o.27
Kota Bandar Lampung

Nama Perangkat Daerah : Dlnas Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana

Perencaûaatt,
Penganggaran, daa
EYaluasl KinerJa
Perangkat D¿erah

PROGRAü PBIÍUITJA¡ÍG
I'RUSAI| PDTERTNTâ}IAN
DATRAII
T{ABTIPATBI| /KOTA

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan

hogram/Kegiatan

Persentase
Pemenuhan
Dokumen

Perencanaan,
Pengaaggaran dalr
Eveluast Ktnerja

Peranglat D¡erah
v¡ns Berkr¡alitas

CeLup¡n Pe¡renuhan
Kebutuban

Penuojang Unrs¿n
Penerl¡teba¡

Bldang Peagendalian
Pendudu& dan

Keluerea Bere¡cana

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Dinas PP
Dan l(B

Dlnas PP
Dan KB

Kelompok
Sasa¡an

Bandar
Lampuag

Bandai
Lar¡prtg

Lokasi

Rencana awal Tahun (Tahun Rencana 2026)

Persen

Persen

Satuan

9a

Target
Capaia

n
Kinerja

t6.308.927

6.5'ù2.992.7&

Kebutul¡an
Dan/Pagu
Indikatif

APBD

Sumbe
r Dana

Cat
ata
n

Pen
tine

98

9E

Targ
et

Capa
ian

Kine
ria

Frakirar¡ Mqiu Rencana
lahtun (20271

25.304.967

5.715.056.039.66

Kebuhrhan
Dana/Pagu

Indikatif

Ãenio Dirros Pengendaiicn Pe¡:dutiuk tlan Keltiargci Berencorta TahÇr¡ 2L;.,;t:



Koordinasi dan
pen]'usunan laporan
keuangan Akhir Tahun
SKPD

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Penyediaan Gaji dan
Ttrnjangan ASN

Admlnlst¡ast Keuangan
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kine{a dan
Ikhtisa¡ Realisasi Kinetja SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Alrtrir
Tahun SKPDdan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunal Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verilikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Orang
yang Menerima
Gaji dan
Tunjaagan ASN

Pea¡rusunan Laporan
Keuangan
PERAISGKAT
DA"ERAII tepat
walrtu

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Iaporan Capaian Kine{a
dan lkhtisa¡ Realisasi
Kinerja SKPD

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

ASN
Dinas PP

Dan KB

Dlnac PP
Dan ßB

Dinas PP

Dan KB

Bandar
Lampung

Bandar
tampung

Bandar
lampung

Bandar
Lanpung

Ba¡da¡
l,ampung

Lapora
n

Dokum
en

Oraag/
bulan

Persen

Laporan

1

i

29

100

4

7.209.331

r47.796.520

3.963.030.500

4.O90.436.351

76.308.927

APBD

APBD

APBD

APBD

1

I

29

100

4

7.209.33t

147.196.520

4.r6L.202.705.66

4.315.60t.556.66

25.304.967

¡¡es;w,vffiãwffiw wiJ:líi
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Pendidikan dan
pel,atihan
pegawai
berdasa¡kan
tugas dan
tungsi

Adrrinistrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Jumlah Pegawai
Berdasa¡kan
T\rgas dan Fungsi
yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Peningkatan

Kualitas SDM

dalam

pemenuhan

kompentensi
jabatan

Dinas PP

Dan I(B

Dinas PP

Dan KB

Bandar
Lampung

Bandar

[ampung

Orang

Persen

29

80

l5.OOO.OOO

15.000.000

APB
D

29

80

15.000.000

15.OOO.OOO
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Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Komponen
I¡rstalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Admlnistrasl Umu¡n
Pêrangkat D¡erah

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Bahan
Iogistik Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Jumlah Paket
Komponen
Instalasi
Lisbik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan Dasar

Operasional

PERANCKAT DAERAH

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor ya¡g
Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediaka¡

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP
Dan I(B

Dinas PP
Dan I(B

Dinas PP

Dan I(B

Bandar
lampung

Ba¡Lda¡
Lampung

Bandar

Lampung

Ba¡rdar
Lampung

Banda¡
Lampung

Bandar
l,ampung

Bandar
Lampung

Persen

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

en
Dokum

1

1

1

1

98

4

1

25.000.000

4.996.629

54.564.426

4.878.5r4

16.2,5,6L.4,46

4.O00.ooo

10-ooo.ooo

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

1

98

4

I

1

43.500.000

25.000.000

5.246.460

57.293.067

5.L22.439

2o/2.259.516

4.OOO.000
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Penyelenggaraal Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa
PenunJaug Urusan
Pemerintahan
Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Baralg
Milik Daerah
Penunjang Urusa¡
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa
pelayanan Umum
Kantor

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Po¡rellharaan Barang
ütltl¡ Daenh
PenunJang tnrean
Pemerl¡tahan Daerah

Jumlah Paket Mebel
yang Disedialan

Pemenuhan Kebutuhan
Inventa¡is Kantor

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SI(PD

Junlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Kantoryang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Pemenuhan
Kebutuha¡ dasar
opelaslonel
PER.A¡TGKAT
DAERAH

Pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaarr
Lendaraa¡
dlaaersaraaa dan
pÍaaarene¡r
PTRAITGXAT DÀTR.A¡I

Dinas PP

Da¡r KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan KB

Dinas
PP Dan

KB

Dinas PP
Dan KB

Bandar
lampung

Ba¡dar
Lampu
ng

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
lampung

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Unit

It
Perse

n
Iapora

n
[.apora

n
Persc

Unit

n
Lapora

98

1

1

1(x)

5

98

1

135.ü)O.OOO

59.L21.477

158.000.000

662.OOO.OOO

13s.000.000

421.690.000

504.OO0.OOO

APBD

APBD

APBD

100

5

98

I

1

1

9E

65.OOO.OOO

62.O77.550

1s8.000.000

662.OOO.OOO

65.OO0.OOO

429.903.OOO

504.000.000
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Pemeduan dan
Slnl¡ronlsast
KebfaLan Pemerintah
Daerah Provtnst
deagan Pemeri¡tah
Daerah
Kabupatea/Kota
dalem retglâ
Peagendalian
Kuantlt¿s PenduduL

PROGRAil
PEI|GEIÍDåLIA¡T
PEITDT'DT'K

Pemeliha¡aa¡ / rehabilit
as sa¡a¡a dan
prasarana gedung
kantor atau bangunan
lainnya

Pemeliha¡aan Peralatan
dan Mesin l,ainnya

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliha¡aa¡, Pajak,
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
l,apangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaa¡, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kenda¡aan Dinas
Jabatan

Ju mlah kebutuhan
Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah
Provinsi dengan
Pemerintah Daera-h

Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk

Total Fertility Rate (

TFR )

Angka Kelahiran
Remaja Umu¡ 15-19
TAHUN ( ASFR 15-19 )

Jumlah Sarana dan
Prasa¡ana Gedung

Kantor atau
Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilita

si

Jurnlah Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang
Dipelihara

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
lapangan yang
dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
perizinannya

Jr¡nlah Kendaraa¡r
Perorangan Dinas atau
Kendara-afr Dinas
Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

Dlna¡ PP
Den l(B

Dlnas PP
Dan IfB

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan I(B

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP

Dan I(B

Bandar
Lampung

Bendar
Lamputg

Bandar
Lampung

Bandar
I^ampung

Bandar
lampung

Banda¡
Lampung

Persen

Arrglßa

Unit

Unit

Unit

Unit

2.14

18

1

5

3

I

t42.7A3.245.6L

212.OOO.OOO

14.580.000

149.680.O00

45^430.O00

APBI)

APBD

APBD

APBD

APBD

2.L4

18

1

5

3

1

89.909.476

212.OOO.OOO

15.309.000

1s7.164.000

45.430.OO0

Renja Dittas Penqenditlta:t Penduciuk iait Keiuargo Eerencrtnü 1'ahr,, ;¡,,.t.'¡.



Pemetaan program
pembangunan
keluarga, kepndudukan,
dan kelua¡ga
berencana ( Bangga
Kencana )

Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga

Penyusunan Kajiart
Dampak
Kependudukan

Pemotaan Perkiraaa
Pengendallan
Pe¡dudut Calnrpan
Daerah
K¡buoaten/Kot¿

Advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal di Satua¡
Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS,
serta Jalur Nonformal
dan Informal

Jumlah dokumen
Pemetaar¡ Progra-rn
Pembangunal
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana
(Bangga Kencana)

Jumlah Data dan
Informasi Keluarga
yang
lersedianya

Jumlah Kajian Dampak
Kependudukal

Jumlah kebutuhan
pemetaan perkiraan
pengendalian penduduk
cakupan daerah
KAB/Kota

Jumlah dokumen
advokasi, Sosialisasi
dan Fasilitasi
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan Jalur
Formal di Sahran
Pendidikan Jenjang
SD/MI dan SLTP/MTS,
serta Jalur Nonformal
dan Informal

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP
Dan I(B

Dinas PP

Dan KB

Dinas PP
Dan I(B

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Bandar
Iampung

Dokum
en

Dokum
en

Dokum
en

Persen

Dokum
en

1

1

1

7 Kegiatøn

1

25.872.832.,61

25.914.725

25.636.M2

77.42s.699.6L

65.359.644

APBD

APBD

APBD

APBD

1

I

1

7 Kegjatarr

1

25.872.832.

25.914.725

25.636.O42

77.425.599

12.485.877

íteë ':lr'f:l
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Pengendalian Program
KKBPK

Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Program KKBPK sesuai
Kearifa¡r Budaya lokal

Pelaksenaan Advokaci,
Komunlkasl,
Informeei dan Edut¡sl
(KIEI Pengendaltan
Pendudul dan KB
Se¡uel Kearifa¡
Budaya Lotal

PROGR.Aü
PEUBIITAåIT
IIELUARGA
BERELCATTA I KB )

Jumlah Laporarr
Hasil Pengendalian
Program
KKBPK

Jumlah Dokumen
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Program Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Sesuai Kearifan
Budaya
Lokal

Jumlah Kebutuha¡
Pelatsanaa¡ Advotasl,
Komunitasl, Informesi
dan Edutasi (IIIE)
Pengendalian
Penduduk dan KB
Sesual Kearlfan
Budaya Lot¡l

Peree¡taee Lebutuhan
ber KB tldah
terpenuhl (unmeet
needf

Aûgka prevalensl
Koatraeepsl Modern/
Modern Cotnceptive {
nCPRI

Masyarak
at Kota
Bandar
Lampung

Masyarak
at Kota
Banda¡
Lampung

Dinas PP
Dan KB

Banda¡
Lampung

Bandar
Lampung

Bendar
Lampuag

Lapora
n

Dokum
en

Persen

8.65

'r4.sa

L2

1

2

KeEiaten

37.106.088

\04.684.795

141.790.883

1o.275.221.93A.96

APBD

APBD

L2

1

2
Kegiatea

8.40

76.50

37.106.088

104.684.795

141.790.883

9.305.334.410

:#\'@ffi-? wFru*1Pt+*rÌlìÌi'i
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Pengendalian dan

pendlstrlbuelan

kebutuhan alat da¡
obat kontraseprl

serta pelahsanaan

peleyanan I{B

didaerah

Kabulraten/Kota

Penggerakan Kader
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

Penyediaan Sa¡ana
Pendukung
Operasional
PKB/PLKB

Pendayagturaau
lenaga Penyuluh
IIB/ Petugar
Lapangan KB
(PKB/PLIIBI

Jumlah Kebutuhan
Pengendalian dan
pendletrlbudan
Kebutuhqn Alet det
Obat Kontrasepslll
eerta pelaksanaan
Pellaayanan KB dl
Daereh
Kabupatea/Kota

Jumlah l(ader
yang Mengikuti
Penggerakan
I(ader Institusi
Masyarakat
Pedesaan (IMP)

Jumlah Sara¡a
Pendukung
Operasional
PKB/PLKB yang
Tersedia

.Iumlah Kebutuhan
Pendayagunaan
lenaga Penyuluh
I(B/ Petugas
Lapalgan KB
(PTß/PLITBI

üasyaraka
t Kota
Bandar
Lempung

Kader
PPKBD dan
SUB
PPIGID

Balai
penyuluh
KB

ilas¡raraka
t Kota
Bender
Lanpung

Bandar
Lanpung

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Laporan

Orang

Unit

Perse¡

t2
Laporan

2.9oA

2

2
Kegiata
¡

1.180.868.892

7.72s.67L.363.96

71.000.000

7.796.671.36,3.96

APBD

APBD

12lap

2.900

2

2
Kegte
ten

1.1o7.829.912

6.a23.522.4r5

74.550.000

6.898.O72.815

Renja Dinas Pe¡¡ge¡tdalian Penduciuk clon Kelticrga }erencano Tahun 2(¡..;i:



Dukungan
operasional
pelayanan KB
Bergerak

Pembinaan Pelayanan
Keluarga Berencana
dan Kesehatan
Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya

Penyediaan Sa¡ana
Penunjang Pelayanan
KB

Jumlah laporan
Dukungan
Operasional
Pelayanan KB
Bergerak

Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan
Pelayanan Keluarga
Berencana dan
Kesehatan
Reproduksi di
Fasiïtas Kesehatan
Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya

Jumlah Unit Sarana
Penunjang
Pelayanan KB

Masyarakat
Kota
Bandar
Lampung

Faskes dan
Jejaringnya

Masyarakat
Kota
Ba¡dar
Lampung

Banda¡
Lampung

Banda¡
Iampung

Bandar
lampung

Laporan

Laporan

Unit

t2

t2

1

83.520.000

961.537.200

135.8i 1.692

APBD

APBN

/DAK
NON
FISIK

APBD

t2

12

1

83.520.000

888.498.240

i35.811.672

Renja Dinas Pengendolian Penduduk don Keiuarga Berencana Tahun 2{t20



Letegrasi Pembangunan Lintas
Sektor di lkmpung KB

Pelaksanaan dan Pençlolaan
Program Bangga Kencana di
Kampung Keluarga
Berkualitas

Fasilitasi Pengelolaan Dapur
Sehat Atasi Stunting
(DASHAT) di Kampung
Keluarga Berkualitas

Pemberdayaan dan
Peningkatan Pera¡ Sert¿
Organleaet Kemae¡raralatan
Tlngtat Daerah
Kabupatel/Kot¡ Dalañ
Pelelsa¡ean Pelayanan dan
Pemblnaan Kesettåâr Ber-
XB

Jumlah Dokumen
Hasil Integrasi
Pembangunan
Lintas Sektor di
Kampung I(B

Jumlah Kampung
Keluargallerkualitas
yang mengikuti
Pelaksanaar¡ dan
Pengelolaan Program
Bangga Kencana
(Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

Jumlah DASHAT di
Kampung I(B

Jumlsh
Pemberdayaan dan
Penlnglatan Peran
Serta Organlsesi
Kemac¡rarakatan
Tingkat llaerah
Kabupaten/Kota
Dalam Pelakean¡an
Pelayanan dan
Per¡blnaan
Kesertaan Ber-KB

Masyarakat
Kota
Bandar
Lampung

Masyarakat
Kota
Bandar
Lampung

Kampung
KB

Kampung
IIB

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
Lampung

Ba¡dar
Lampung

Dokumen

Kampung
KB

I(ampung
IG

Petgen

1

1

1

2
Kegta
ter¡

57r.445.400

549.445.400

35.OOO.OOO

1.155.E90.800

APBN

/Drß
NON
FISIK

APBN

/DAK
NON
FISIK

1

4

1

2
I(egi
atan

571.445.400

549.445.400

36.750.000

1.157.640.80()

snrq,]tlJæ -W 6Ìñs:i:'1
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Pelalsanaa¡ Perabangulan
Keluarga Melalui
Pemblnaan Ketahanen dan
KeseJahteraan Keluarga

PROGR.åT PEUBERDAYåâ¡T
DA¡T PEIÍITGITATA¡T
KELUARGA SEJAHTERA
(Ks)

Penyediaan Biaya
Operasional bagi Kelompok
Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Orientasi dan pelatihan
tekrris pengelola ketahanan
dan kesejahteraan keluarga (

BI.ß,BKRBKL, PPKS,PIK-R
da¡ Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Pengelolaan Ketahanan
Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera {PPKS)

Jumlah laporan hasil
pengelolaan
Ketahanan Keluarga
Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Jumlah Kebutuhan

Pelaksanaan

Pembangunan

Keluarga melalui

Pembinaan

Ketahanan dan

Kesejahteraan

Keluarga

Cakupan anggota

bina keluarga balita
(BKB yang ber-KB)

yang ber KB

Jrrmlah Kelompok
Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB, BKR,

Jumlah Laporan Hasil
Orientasi dan
Pelatiha¡ Tekrris
Pengelola Ketahanan
dan Kesejahteraarr
Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R
dan
Pemberdayaarr
Ekonomi
Keiuarga/UPPKS)

Kelompok
Kegiatan

Kelompo

Kegiatan

k

k

Kegiatan

Kelompo

Kelompok
Kegiatan

Kelompok
Kegiatan

Bandar

Lampung

Bandar

Lampung

Banda¡
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
Lampung

Lapor
an

n

Perse

n

Perse

Kelo
mpok

Lapor
an

1

3

Ke

$ia
tan

71,6

134

90

%

2.9t7.572.OOO

20.691.945

25.OOO.OOO

7.505.926.615.35

7.611.170.805.3s

AP
BN
/D
AK
NO

AP
BD

134

1

Kegiata
n

3

9O"/o

776

27.726.542

54.037.857

7.337.095.460

7.44Ì.6,0LA62

2.656.354.202

Renja Dinas Pengendalian Penduciuk dan Keiuorgcr Sere¡con6 Tch,:r: 2í",;ì¡.i



Pembentukan Kelompok
Keta-hanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita (BKB),
Bina Keluarga Remaja (BKR),
Pusat Informasi dan Koseling
Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)

da¡ Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga)

(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R
dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Jumlah Kebutuhan

Pelaksanaan dan

Pen¡ngkatan Peran Sertâ

Organlsasi

Kemasyarakatan Tlngkat

Daerah lbbupaten/ Kota

dalem Pembangunân

Keluarga Melalui

Pembinaan Ketehanan

dan Kese¡ãhteraan

Keluarga

Jumlah Kelompok
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga {Bina
Keluarga Balita

(BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat

Informasí dan
Konseling Remaja

(PIK-R) Bina Keluarga
Lansia [BKL), Unit

Peningkatan
Pendapatan Keluarga

Sejahtera {UPPKS)
dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga)

yang Dibennik

BKL, PPKS,PIK-R dan
Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

yang mendapat biaya
operasional kegiatån

Organisasi

Kader
BKB

Bandar

[ämpung

Bandar

Lampung

Persen

Kelo
mpok

2ke

giat

an

134

10s.244.190

4.542.662.670..35

AP
BD

AP
BD

N
FIS
IK

2
kegiatan

134

110.506.402

4.604.976.859

Pelek¡en¡an d¡n
Penlagtatan Peran Serta
Organlrast
Kemasyarakatan ltnglat
Daerah Kebupaten/ Kota
dalam Pembangunaû
Keluarga telalui
Perablnaan Ketahanan dan
KeseJahteraan Keluarga

Fw@ery ';l¡;
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TOTAL BELANJA

P¡omosi dan Sosialisasi
Program Pembangunan
Keluarga

Partisipasi Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan
dalam Penggerakan
Operasional Pembinaan
Program Pembangunan
Keluarga

Jumlah Laporan Hasil
Promosi dan
Sosialisasi Program
Pembangunan
Keluarga

Jumfah laporan
Partisipasi Mitra Kerja
dan Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pengge¡akan
Operasional
Pembinaan Program
Pembangunan
Keluarga

Organisa
sr

Kelompok
Kegiatan

Bs¡rdaf
Lampung

Ba¡dar
Leæpu¡g

Lapor
an

Iapor
€m

1

1

2Ít.532.168.75L.92

ta.134.470

a7.ro9.720

AP
BD

AP
BD

1

I

22.557.9()1.7A7.66

9t.ß5.207

19.041.195

Renjo Dinss Penqendalian Pendudukdan Keluargø BerenconaTøhun 2A26



BAB TV

RÞNCANA KER.'A DAN PENDANAAN PER.å¡TGKAT DATRAH

Pada tahun 2026, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Rencana Kerja dan Pendanaan sebagai

berikut:

IUATRIK REI{CAITA I{ER.'A SATUAN KDR.'A PTRAITGNAT DATRAIT
PEMERINTAII KOTA BA¡IDAR LAMPUITG TAIIUII ANCTGAR.AII 2o¡26

PERANGKAÎ
DAER.IIH

: Dinas Pengendalia¡ Pe¡duduk d¿n Keluarga Berencana

IIDÎ
9I

Ifo

PROGRAU
PETÍT'IÍJAITG T'RUSAIÍ
PEUERIIÍTAITå¡T
DATRA¡I
KABI'PATTI{/KOTA

2

PROGRAU

3

I{TGIAIAIÍ

Ad¡¡t¡istrael
Keuangan
Peraagtat
D¡erah

Perencanaan,
Penganggaran,
d¿n Er¡alu¡sl
KinerJe
Perangtat
Daereh

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan
laporan Capaian Kineq'a
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

4

ST'B I{TGTATAII

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifìkasi
Keuangan SKPD

Jumlah Orang
Menerima Gaji
Tunjangan ASN

yang
dan

Jumlah l.aporan Capaian
Kinerja dan lkhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyu.sunan
Laporan Capaian Kinerja
dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

tt

SASARAI| IITGIAÎATÍ

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan

Pengujian/Verilikasi
Keuangan SKPD

3.963.030.s00

L6.304.967

6

PAGU
IIÍDIKATIÍ'

t+7.196.520

APBD

7

STIUBER
PDUBIAYAAIÍ

APBD

APBD

Ba¡rdar
La:npung

Bandar
Iampung

Banda¡
lannpung

I
LOKASI

Renja Dinøs Pengendalían Penduduk døn Keluarga Berencano Tahun 2A26



Admlnistrasi
Umum
Pera¡ghat
Daerah

Admtnistnst
Kepegawai,an
Perangtat
Daerah

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaal Peralatan da¡r
Periengkapan Kanto¡

Penyerlie¡n Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kanto¡

Pendidikan dan pelatihan
pegawai berdasarkan tugas
dan fungsi

Koordinasi dan penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tanssa yâng
Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang Þisediakan

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan T\rgas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatiha¡r

Jumlah Laporan
Keuangan Aktri¡ Tahun
SKPD dan laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

4.996.629

54.564.826

4.878.514

15.OOO.OOO

7.209.331

APBD

APBD

APBÞ

APBD

APBD

Bandar
Lampung

Bandar
lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
l,ampung

Banda¡
Lampung

Penyediaal Bahan Iogistik
Kantor

Jumlah Paket
I-ogistik Kantor
Disediakan

Bahan
yang 25.000.000

APBD
Bandar

lampung

Renjo Ditttts Pertgendoiian Pendutiuk í.1ail t(eiL!0rc;o Serencana l-s,rr-¡r'; "-:'r.,.-:'¡;



1

I{o

2

PROGRA}T

3

I{TGIAÎAIÍ

Pengadaan
Barang Mtltk
Daerah
PenunJatrg
ütìrsen
Pemerintah
Deereh

Penyedlaaa
Jasa PenunJang
Unrea¡
Pemerintahen
Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

4

ST'B IIEGTAIAIÍ

Pengadaan Mebel

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peratura¡ Perundang-
undangan

Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan

Penyediaal Jasa pelayanan
Umum Kantor

Jumlah laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan
Umum Karitor yang
Disediakan

J¿m1eh Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan

5

SASARAI{ T(EGIATAIV

Jumlah Paket Mebelyang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Dokumen Baha¡r
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

158.000.000

6

PAGU
IIfDIXAIIF'

135.OOO.OOO

59.L2t.477

4.OOO.OO0

10.ooo.ooo

504.000.000

7

ST'UBER
PEUBIAYA/IJÍ

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Ba¡rdar
Lampung

Ba¡rdar
Lampung

t
LOKASI

Ba¡rdar
Lampung

Banda¡
Iampung

Banda¡
Lampung

Ba¡rda¡
lampung

KET

9

Renja Dinos Pe¡"¡qendolian Penriuciuk don Keluarga Bere¡tconc Tahun 2(:)tj



Pemeliharaan
Barang Milit
Daerah
Penu4fang
Unrsen
Pe¡nerintahan
Daerah

Pemeliharaa¡r / rehabilitas
sarana dan prasarana
gedung kantor atau
bangunan lainnya

Pemeliharaa¡ Peralatan dan
Mesin Lainnya

Penyedie¡n Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliha¡aan, Pajak, dan
Perizinan Kenda¡aan Dinas
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliha¡aan dan Paiak
Kenda¡aan Perorangan
Dinas atau Kenda¡aan
Dinas Jabat¿¡

Ju¡rùah Sarana dan
Prasa¡ana Gedung

Kantor atau
Bangunan Lainnya

yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

Jumlah Kendaraan
Perorangaa Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

212.OOO.OO0

14.580.000

149.680.000

45.430.000

APBD

APBD

APBD

APBD

Bandar
Lampung

Banda¡
Lampung

Bandar
Iampung

Ba¡rdar
lampung

Renja Dinas Penqenda!ian Pe¡tduriuk dan Keltiorga Berer¡canü Tait:,¡n ?-i'', t..



xgr

91

TIJDLUARGA
BERÞI{CAITA {IIBI

DEilDffAÂ[
PROGRÂü

PROGRAU
PEI|GEITDALIATT
PEITDUDTIK

2

PROGRAIT

Pengendallan Pendudut
den KB Sssual Ke¡rlfan
g''¿.ns l¿tal

Pelaksa¡aan AdvoLasl,
Komunikasi, Informa¡l
.l-* Dl'.L^al lPFl

Pcmetåan Perklraan
Pengendalian Pe¡dudut
Calupan Dr¡e¡ah
Kabuoater/Kota

Pemaduan dan
Sl¡¡I¡rorrisasl KebiJatan
Pemeri¡tah Daerah
Pror¡lnsl dengan
Pemerlntah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangfa Pengendaliaa
IIua¡tftas Penduduk

3

IIBGIATAN

Pengendalian Program

Pemetaan progra¡n
pembangunan
keluarga,kepndudukan,dan
keluarga berencana (

Bangga Kencana )

Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga

Penyusunan Kajian
Dampak Kependudukan

Advokasi, Sosialisasi dan
Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan
Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/ MI
dan SLTPIMTS, serta Jalur
Nonformal dan Informal

Jumlah kebutuhan
Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebljakan
Pemerintah Daerah
Pror¡insi dengan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian
Kua¡rtitas Penduduk

4

ST'B I{EGIAIAIT

Renja IKKBPK

Jumlah Laporan Hasil
Penoc¡¿lqliqn Prnøam

Jumlah dokumen
Pemetaa¡ Program
Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana

fBa¡gga Kencana)

Jumlah Data dan
Informasi Keluarga yang
Tersedianya

Jumlah Kajian Dampak
Kependudukan

Jumlah dokumen
advokasí, Sosialisasi dan
Fasilitasi Pelaksanaan
Pendidikan Kependudukan
Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jenjang SD/MI
dan SLTP/MTS, serta
Jalur Nonformal dan
lnformal

ò

SASAR.A,IT KTGIAI/IIT

i n as Pe nge rtdo i to n Pe n d

i7 r o6 fiRß

25.872.832.16

25.914.725

25.636.O42

65.359.62+4
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APBD

APBD

APBD

APBD
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Banda¡
Lampung

Banda¡
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
Lampung
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Pengendallan dan

pendistrlbuslan kebutuhan

alat dan obat kontraeepal

serta pelaksaaaan

pelayanaa KB dldaerah

Kabupaten/Kote

Pendayagunaaa Tenaga
Pen¡rluh NB/ Petugas
Iapaagan I{B (PIG/PLXBf

Pemberdayaan dan
Penlngkatan Pera¡ Setta
Organlsasl
Kemas¡raratatan lingkat
Deerah Kabupaten/Kot¿

Dukungan operasional
pelayanan KB Bergerak

Pembinaal Pelayanan
Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

Penyediaan Sarana
Penunjang Pelayanan KB

Penggerakan Kader
Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

Penyediaan Sarana
Pendukung Operasional
PKB/PLKB

Komunikasi, informasi da¡r
Edukasi (KIÐ) Program
KKBPK sesuai Kea¡ifan
Budaya Lokal

Fasilitasi Pengelolaan
Dapur Sehat Atasi Stunting
(DASHAT) di lGmpung
Keluarga Berkualitas

Jumlah Unit Sarana
Penu4iang Pelayanan KB

Jumlah Kader yang
Mengikuti Penggerakan
Kader Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)

Jumlah Sarana
Pendukung Operasional
PKB/PLKB yang Tersedia

Jumlah Dokumen
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Program
Bangga Kenca¡ra
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)
Sesuai Kearifan
Budayalokal

Jumlah DASHAT di
Kampung KB

Jumlah Laporan
Dukungan Operasional
Pelaya¡an KB Bergerak

Jumlah laporan Hasil
Pembínaan Pelayanan
KeluargaBerencana dan
Kesehatan Reproduksi di
Fasilitas Kesehata¡r
Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

83.520.O00

96t.537.200

135.811.692

7.725.67r.363.96

71.OOO.OOO

141.790.883

35.OOO.OOO
APBD

APBD

APBN/ DAK
NON FISIK

APBD

APBD

APBD

APBD

Banda¡
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
lampung

Bandar
Lampung

Bandar
Lampung

Banda¡
Lampung

Bandar
lampung
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PROGRAM
PEUBERDAYAAI| I'AIT
PPilTIÍG¡TAÎÁN
IITLUAIIGA
SSIAIITERA (KS!

Pelaksa¡aan Pembangunan
Keluerge Melalut
Pe¡¡rbinea¡ Ketahanan dan
KeseJahteraaa Keluarga

Delam Petralca¡aan
Pelayanan dan Pembinaa¡
Kes€rtean Ber-KB

Pembentukan Kelompok
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
(Bina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga
Rem4ja (BKR), Pusat
Informasi dan Koseling

Orientasi dan pelatihan
tekris pengelola ketahanan
dan keseja-hteraan keluarga
( BKB,BKRBKL,PPKS,PIK-R
dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Pengelolaan Ketahanan
Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Integrasi Pembangunan
Lintas Sektor di Kampung
KB

Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program
Bangga Kencana di
Kampung Keluarga
Berkualitas

Jumlah Kelompok
Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga

@ina Keluarga Balita
(BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Pusat

Informasi dan Konseling

Jumlah Laporan Hasil
Orientasi dan Pelatihan
Teknis Pengelola
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga.
(BKB, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

Jumlah laporan hasil
pengelolaan Ketahanan
Keluarga Melalui Pusat
Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS)

Jumlah Dokumen Hasil
Integrasi Pembangunan
Lintas Sektor di Kampung
KEI

Jumlah Kampung
KeluargaBerkualitas yang
mengikuti Pelaksanaan
dan Pengelolaan Program
Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
KeluargaBerencana)

4.542.662.67435

20.691.945

25.OOO.OOO

571.445.400

549.445.400

APBD

APBD

APBD

APBN/ DAK
NON FISIK

APBN/ DAK
NON FISIK

Bandar
l,ampung

Bandar
Lampung

Banda¡
l,ampung

Banda¡
l¿mouns

Bandar
Lampung

ffiw $rii\f
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Pelakeanaen dan
Peaingkatan Peran Serta
Organieasl
Kemasyaraletan ltngkat
Daerah Kabupate¡/ Kota
dalam Pembanguûen
Keluarga Melalut
Pemblnaa¡ Ketahe¡an daa
Keseiahtena¡ Keluargs

Promosi dan Sosialisasi
Program Pembangunan
Keluarga

Partisipasi Mitra Keda dan
Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Penggerakan Operasional
Pembinaar¡ Program
Pembangunan Keluarga

Penyediaan Biaya
Operasional bagi Kelompok
Kegiatan Ket¿hana¡r dan
Ke sej ahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-
R dan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga Lansia (BKL), Unit
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS)

dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga)

JI'ULII¡I

Jumlah Laporan Hasil
Promosi da¡r Sosialisasi
Program Pembangunan
Keluarga

Jumlah L'aporan
Partisþasi Mitra Kerja dan
Organisasi
Kemasyarakatarr dalam
Penggerakan Operasional
Pembinaan Program
Pembangunan Keluarga

Jumlah Kelompok
Kegiatan Ketahanan da¡
Kesejahteraaa Keluarga
(BKB, BKR, BKL,
PPKS,PIK-R da¡r Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)
yang mendapat biaya
operasional kegiatan

Remaja (PIK-R) Bina
Keluarga lansia (BKL),

Unit Peningkatan
Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga) yang Dibenhrk

23.5,32.L6,a.751.92

14.t34.470

87.1O9.720

2.9t7.572.OOO

APBD

APBD

APBN/ DAK
NON FISIK

Bandar
lampung

Bandar
Lampung
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BAB V
PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai

persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan

daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan

mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat atauCommunitg Base Deuelopment (CBD), melalui

keterlibatan lebih banyak pæa pelaku (støkeholdersl dalam

menciptakan Good Gøuernønce sesuai dengan tuntutan paradigma

bartr, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan

kebijaksanaan yang dampaknya sampai kebawah (trickle down

eÍfec\ sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

Output Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah Rencana Program dan Kegiatan Tahunan yang

disusun sesuai dengan Tüpoksi, T\rjuan dan Sasaran yang

mengacu pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 yang

diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusìInan rencana di masa

mendatang oleh pimpinan dan jajaran pelaksana. Dengan

demikian diharapkan akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah

yang lebih baik dimasa datang.

UIALI KOTA LAMPUNG

EVA DWIANA

Renju Dinos Pengendalian Penduduk cktn Keluorqo Berenc:ano Tahu¡t 2026


